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Nomor: 22/A.4-11/FH/11/2018 27 Februari 2018
Hal : Wawancara 3
Kepada

Yth. Prof. Dr. Denny Indrayana, SH., LLM., Ph. D.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi).
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk

wawancara guna melengkapi data skripsi tersebut kepada :

Nama . Nela Anggi Frimestika

No. Mahasiswa : 20140610047

Alamat :Jl. Abimanyu No. 49 Marga Mekar Indah Indramayu

Judul Skripsi . URGENSI PEMBERIAN HAK IMUNITAS TERHADAP

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Atas kerjasama dan bantuan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
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Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Narasumber

Narasumber : Prof. Dr. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Waktu : Rabu, 28 Februari 2018

Pukul :11.00 WIB.

Lokasi : Gedung Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.

Pertanyaan

1. Menurut Prof, apa argumen yang paling mendasar perlunya Pimpinan KPK tesebut
mempunyai hak imunitas?

2. Hak imunitas yang sifatnya terbatas seperti apa yang Prof sebut dalam buku Prof
yang berjudul "Jangan Bunuh KPK" pada halaman 195 tersebut? lalu, batasan hak
imunitas terbatas tersebut seperti apa, Prof?

3. Apakah hak imunitas tersebut juga termasuk hak imunitas dalam hal penyadapan
yang dilakukan KPK?

4. Jika Pimpinan KPK tidak diberi hak imunitas, apa implikasinya, Prof?

5. Menurut Prof, lembaga anti korupsi seperti negara manakah yang dapat dijadikan
model KPK di Indonesia, selain KPK negara Malaysia, Australia, Swaziland dan
Zambia yang sudah mengatur hak imunitas seperti yang Prof sebutkan dibuku

Prof tersebut?
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